BUPATI SUMBAWA BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 68 TAHUN 2019
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA

Menimbang :

Mengingat

o 1.

KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa
Kabupaten Sumbawa Barat;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



Menetapkan

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016
Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
Nomor 11 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa

Barat Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMBAWA
BARAT

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana



10.

11

12.

13.

14.

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah
untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada
Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah

Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.

Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah SEKDA
Kabupaten Sumbawa Barat.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Perangkat Daerah yang
melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat di bidang
Kesatuam Bangsa dan Politik.

Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat.

. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Sumbawa Barat.

Sekretaris adalah Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Sumbawa Barat.

Unit Pelaksna Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur
pelaksana teknis pada Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka
menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk

mencapai tujuan organisasi.
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BAB 11
KEDUDUKAN

Pasal 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah unsur pelaksana urusan
pemerintahan di Bidang Pertanian.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan .
Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
Kelompok Jabatan fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
UPTD Badan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
a. Kepala Badan ;
b. Sekretariat terdiri atas :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
c. Bidang ldeologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya, Agama terdiri atas:
1. Sub Bidang ldeologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
2. Sub Bidang Ketahanan Ekonorni, Sosial, Budaya dan Agama.
d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas:
1. Subbidang Politik Dalam Negeri;

2. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;



e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri atas:
1. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
2. Subbidang Penanganan Konflik.

f. UPTD; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional;

h. Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Badan
Pasal 4

(1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan
Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada
Kabupaten;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Badan menyelenggarakan fungsi:

a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis
(Renstra) Badan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah
daerah (RPJMD);

b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi,
pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta
pengawasan pelayanan bidang kesatuan bangsa dan politik serta
pengelolaan sistem informasi;

c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa
dan politik;

d. pelaksanaan administrasi Badan ;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan, program
dan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik;

f. pembinaan pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah (AKIP);

g. pembinaan kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis
dibawah koordinasi badan; dan

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.



(1)

(2)

(2)

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 5

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di

lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris

menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di
lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten,;

b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di
lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;

c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;

d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga
dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten;

e. pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 1
Subbagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 6

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan,
hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga,
aset serta pengelolaan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian

Umum dan Kepegawaian uraian tugas:

a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum dan
Kepegawaian,;

b. melakukan urusan tata usaha, persuratan dan kearsipan;

c. melakukan urusan rencana kebutuhan dan wusulan pengembangan
pegawai;

d. melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan
jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;

e. melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi

kinerja pegawai serta urusan kepegawaian lainnya;
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(2)

f. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
(LHKASN);

g. mengoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi

h. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;

i. melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan
peralatan dan perlengkapan kantor;

j. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan
Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);

k. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;

l. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran,
penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah;

m. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;

n. melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

o. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan
perundang-undangan;

p. melakukan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Umum dan
Kepegawaian; dan

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

Paragraf 2
Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan
Pasal 7

Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan, mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan

anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring
dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja serta melakukan
pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, dan

pembukuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian

Penyusunan Program mempunyai uraian tugas:

a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Penyusuanan
dan Keuangan;

b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana,
program dan anggaran Dinas;

c. menyiapakan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;

d. menyiapkan bahan penyusunan laporan;

e. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;



(1)

(2)

f. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan
kegiatan tahunan di lingkungan Dinas;

g. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan
anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;

h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
di lingkungan Dinas;

i. melakukan penyusunan laporan kinerja lingkungan Dinas;

j. melaksanakan urusan administrasi keuangan,;

k. melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;

. melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi;

m. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen
keuangan,;

n. melakukan penyusunan laporan keuangan;

o. melakukan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Perencanaan dan
Keuangan; dan

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

Bagian Ketiga

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya, Agama

Pasal 8

Kepala Bidang ldeologi, @Wawasan Kebangsaan dan  Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang
ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa,
pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah
kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan
umat beragama dan penghayat kepercayaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya, Agama menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program  Kkerja di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta
ketahanan ekonomi, sosial,dan budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika serta  fasilitasi kerukunan umat

beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
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b. perumusan kebijakan  teknis di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan,
bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan
ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika serta fasilitasi kerukunan wumat beragama dan
penghayat kepercayaandi wilayah provinsi,

c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan,
bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka
tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi,
sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika  serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan
penghayat kepercayaandi wilayah provinsi,

d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal
ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan
budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta
fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan
di wilayah provinsi;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi,
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta
ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah provinsi;dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1
Subbidang ldeologi dan Wawasan Kebangsaan
Pasal 9
Kepala Sub Bidang ldeologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja,
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan
wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan
pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara,
pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan

karakter bangsa.



Paragraf 2
Subbidang Ketahanan Ekonorni, Sosial, Budaya dan Agama
Pasal 10

Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonorni, Sosial, Budaya dan Agama
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program
kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta
monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonorni,
sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika

serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

Bagian Keempat
Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
Pasal 11

(1) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi di bidang pendidikan politik, etika budaya
politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum
kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,
pengawasan ormas dan ormas asing.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Bidang Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika
budaya  politik, peningkatan dernokrasi, fasilitasi kelembagaan
pernerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum /
pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta
pendaftaran orrnas, pemberdayaan orrnas, evaluasi dan mediasi
sengketa orrnas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah
kabupaten;

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan
politik, etika budaya  politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pernerintahan, perwakilan dan partai politik,
pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, pemantauan
situasi politik serta pendaftaran orrnas, pemberdayaan ormas,
evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan
ormas asing di wilayah kabupaten;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya
politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan
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pemerintahan, perwakilan dan partai politik,  pemilihan
umum / pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik
serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi
sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah
kabupaten,

d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya
politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum
kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,
pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pendidikan  politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi,
fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,
pemilihan umum /pemilihan umum kepala daerah, pemantauan
situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,
evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas
asing di wilayah kabupaten; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1
Subbidang Politik Dalam Negeri
Pasal 12

Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan
di bidang pendidikan politik,etika budaya politik, peningkatan demokrasi,
fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,
pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan
situasi politik.

Paragraf 2

Subbidang Organisasi Kemasyarakatan
Pasal 13
Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas

melaksanakan  penyiapan bahan penyusunan  program Kkerja,
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring,
evaluasi, dan pelaporan di bidang serta pendaftaran ormas, pemberdayaan
ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan

ormas asing.
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Bagian Kelima
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Pasal 14

(1) Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

(2)

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Provinsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama

intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga

asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan

bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan

fungsi:

a.

penyusunan program Kkerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama
intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga
asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di
wilayah kabupaten;

penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan
dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing
dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di
wilayah kabupaten;

pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama
intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga
asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di
wilayah kabupaten;

pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama
intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga
asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di
wilayah kabupaten;

pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing,
tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan
antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta
penanganan konflik di wilayah kabupaten;dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1

Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
Pasal 15
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Kepala Seksi Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan
kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan
pelaporan di  bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan
bidang kewaspadaan.

Paragraf 2
Subbidang Penanganan Konflik
Pasal 16
Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan penyusunan program Kkerja, perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporandi

bidang penanganan konflik.

BAB IV
ESELONERING
Pasal 17
(1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan
tinggi pratama.
(2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon Illa atau jabatan
administrator.
(3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan
administrator
(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon

[Va atau jabatan pengawas

BAB V
TATA KERJA
Pasal 18
(1) Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan  sebagai pelaksana pemerintah
kabupaten di bidang penyelenggaraan urusan bidang kesatuan bangsa dan
politik, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh kepala bidang dan
kepala sub bagian menurut bidang tugas masing-masing;
(2) Kepala Badan , baik secara teknis operasional maupun teknis administratif
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan
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fungsional dapat berkoordinasi dengan instansi yang berkaitan dengan
fungsinya;

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan , dalam
melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan simplifikasi;

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan , wajib memimpin dan

memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal 19

(1) Kepala Badan wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan
tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah;

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan , wajib memenuhi
perintah, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya
masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya;

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan,
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta
untuk memberi petunjuk kepada bawahan;

(4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman

kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20
Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan diwakili oleh Sekretaris
Badan, apabila Kepala Badan dan Sekretaris Badan berhalangan dapat diwakili
oleh Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan atau

bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Pasal 21
(1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Badan di bidang kesatuan bangsa
dan politik, dapat dibentuk UPTD pada sesuai dengan peraturan perundang-
undangan berlaku;
(2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14



Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 22
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas secara
profesional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan
peraturan perundang-undangan;
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Badan .

Pasal 23

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada peraturan ini
terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi
dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang
tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di
lingkungan Badan ;

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja;

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 24
Kepala Badan , Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul SEKDA dari Pegawai Aparatur
Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25
Pejabat yang ada saat ini tetap menduduki jabatannya sampai dengan

ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

Diundangkan di Taliwang

P%\lééﬁafqgggl, 25 September 2019
Y KRETA \‘i\;)AERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

BERITA'DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 69

16



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 68 TAHUN 2019
TANGGAL, 25 September 2019

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kepala Badan

[
Kelompok Jabatan
Fungsional

Sekretariat Badan

Sub Bagian
Penyusunan Program
dan Keuangan

Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian

Kepala Bidang Ideologi,
Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya, Agama

Kepala Bidang Politik Dalam Kepala Bidang Kewaspadaan
— Negeri dan Organisasi — Nasional dan Penanganan
Kemsyarakatan Konflik

Kepala Sub Bidang

Ideologi dan Wawasan
Kebangsaan

Kepala Sub Bidang Politik
Dalam Negeri

Kepala Sub Bidang

Kepala Sub Bidang

Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya, Agama

Kepala Sub Bidang
Organisasi
Kemasyarakatan

Kewaspadaan Dini dan
Kerjasama Intelejen

Kepala Sub Bidang

UPTD
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